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Pasal (2) ayat (3) point (c) Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan didalamnya bahawa
Pengumuman Kehendak Nikah salah satu elemen penting dan bagian dari
Pencatatan Pernikahan sehingga ini menjadi masalah jika tidak dilaksanakan
karena berdampak kepada keluarga dan masyarakat tidak mengetahui catin
yang menikah, menyebabkan fasakh jika ada catin saudara sepersususuan.
Pengumuman Kehendak Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah dalam
pelaksanaannya berbeda-beda di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA
Banjarmasin Tengah dan KUA Banjarmasin Utara. Maka dari itu termuat
pertanyaan bagaimana pelaksanaan pengumuman kehendak nikah, bagaimana
faktor penghambat implemetasi pengumuman kehendak nikah dan dampak
tidak dilaksanakan pengumuman kehendak nikah.

Penelitian ini menggunkan penelitian empiris, pendekatan penelitian
bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA
Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Tengah dan KUA Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek penelitian merupakan
sumber data utama yang akan diuraikan dalam penelitian. Subjek penelitian ini
adalah penguman kehendak nikah. Objek dalam penelitian ini adalah Pegawai
Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin. Data
Primer dari individu di lapangan dengan cara wawancara kepada informan
Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama. Data sekunder
berasal dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Teknik
Pengumpulan Data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan KUA Banjarmasin Barat
menjalankan dengan belum baik, sedangkan KUA Banjarmasin Tengah dan
KUA Banjarmasin Utara dengan cukup baik. Hambatan dalam pelaksanaan
kurangnya fasilitas seperti anggaran, website, dan hal-hal yang berkaitan
dengan Pengumuman Kehendak Nikah, Harapannya Kementerian Agama bisa
memberikan perhatian lebih untuk Kantor Urusan Agama. Dampak tidak
terlaksana Pengumuman Kehendak Nikah diantaranya masalah perwalian status
ayah dalam hukum perdata dan ayah dalam hukum islam serta nasab saudara
sepersusuan
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